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WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 

NOMOR 16 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 01 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

WALIKOTA TUAL, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 ( COVJD-19) dan dampaknya, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan      
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer         
Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan Dampaknya, maka perlu melakukan 
penyesuaian Peraturan Walikota Tual Nomor 01                  
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemabagian dan 
penetapan Rincian dana Desa setiap Desa di Kota Tual 
Tahun 2021; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota Tual; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 4747); 

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014            
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2                         
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara    Republik    Indonesia   Tahun   2015 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  5657),  dan  Undang-Undang  Nomor  9 
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Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas                   
Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014   tentang   
Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                      
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik    
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5539),   sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47  
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan                     
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014              
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11                 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                     
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                    
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2018 
Nomor 157); 

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 
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10.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019                 
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 

11. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kota Tual Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah                    
Kota Tual Tahun 2020 Nomor 119); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 01 
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA  DESA SETIAP  DESA DI 
KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tual; 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

3. Walikota adalah Walikota Tual; 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual; 

5. Desa adalah  Desa dan  Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain 
selanjutnya disebut  Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan oemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

6. Pemerintah  Desa adalah Kepala  Desa dan Perangkat  Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan  Desa; 

7. Dana  Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi  Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;   

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun 
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis; 
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9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 
dan tanah longsor; 

10. Pandemi  Corona  Virus  Disease  (COVID-19)  adalah skala penyebaran  
penyakit  Corona  Virus  Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di 
seluruh dunia; 

11. Kewenangan Lokal Berskala  Desa adalah kewenangan untuk mengatur    
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh  
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul 
karena perkembangan  Desa dan prakasa masyarakat  Desa; 

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan  Desa, Pemerintah  Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan  Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; 

13. Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah; 

14. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup 
manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya; 

15.  Desa Sangat Tertinggal adalah  Desa yang mengalami kerentanan karena 
masalah bencana alam, goncangan  ekonomi, dan konflik sosial sehingga  
tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, 
dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya; 

16. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan per Desaan 
merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas                       
usaha-usaha ekonomi yang difokuskan  pada  satu  produk  unggulan  di 
wilayah  Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja 
sama antar- Desa; 

17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana  
Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana  
Desa; 

18. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah   
kegiatan   pemberdayaan   masyarakat  Desa, khususnya yang miskin 
dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan 
pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk 
memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi 
kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

19. Pendampingan adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas    
pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, 
pengarahan dan fasilitasi  Desa. 

20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga professional yang  direkrut 
oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, 
Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi; 

21. Desa aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan  Desa yang tetap 
produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga 
menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga 
jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir; 
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22. SDGs  Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan 
dan kelaparan,  Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan,  
Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah 
perempuan,  Desa berjejaring, dan  Desa tanggap budaya percepatan 
pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

24. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah  Desa yang dibahas 
dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan  
Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 

25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan  Desa yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban  Desa tersebut; 

26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang                    
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan  Desa; 

27. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh 
Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 

28. Rekening Kas  Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening 
tempat penyimpanan uang  Desa yang ditentukan oleh Kepala  Desa 
untuk menampung seluruh penerimaan  Desa dan membayar seluruh 
pengeluaran  Desa pada bank yang ditetapkan; 

29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat  dengan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat  Desa; 

30. Sisa Dana  Desa adalah Dana  Desa yang disalurkan oleh Pemerintah 
kepada Pemerintah Daerah yang tidak habis disalurkan ke  Desa sampai 
akhir tahun anggaran atau Dana  Desa yang disalurkan oleh Pemerintah 
Daerah kepada  Desa yang tidak habis digunakan oleh  Desa sampai 
akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan 
APB Desa; 

31. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana  Desa yang akan diterima 
oleh setiap  Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari 
anggaran Dana  Desa dengan jumlah  Desa secara nasional; 

32. Alokasi Kinerja adalah alkasi yang diberikan kepada  Desa yang memiliki 
hasil penilaian kinerja terbaik;  

33. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 
jumlah penduduk  Desa, angka kemiskinan  Desa, luas wilayah  Desa, 
dan tingkat kesulitan geografis  Desa setiap kabupaten/kota;  

34. Indeks  Desa membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks 
Komposit yang dibentuk dari Indeks ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan 
Ekonomi dan Indeks Ketahahanan Ekologi  Desa; 
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35. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah 
indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai 
berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif      
antar Daerah; 

36. Indeks Kesulitan Geografis  Desa, yang selanjutnya disebut IKG  Desa, 
adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu  Desa 
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi; 

37. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tual yang selanjutnya 
disebut Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor, Pengawas 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur 
untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lainnya. 

 

Pasal I 

 

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A, 
yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17A 

 

(1) Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019                                
(COVID-19) dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya 
(eannarked) di setiap Desa dan tidak terbatas pada:  

a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan  

b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 
2019 ( COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa. 

(2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)          
huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk 
Bantuan Langsung Tunai Desa. 

(3) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando 
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat 
Desa atau posjaga di Desa. 

(4) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019                   
(COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki 
fungsi:  

a. pencegahan;  

b. penanganan;  

c. pembinaan; dan 

d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019                     
(COVID-19) di tingkat Desa. 

(5) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019                         
(COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa 
berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas 
kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual. 
 

 

Ditetapkan di Tual 

pada tanggal 19 Februari 2021 

 

          WALIKOTA TUAL, 

 

      ttd    

        
          ADAM RAHAYAAN 

  

Diundangkan di Tual 
pada tanggal 19 Februari 2021 
 

  SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL, 

 

ttd 

 

                          

          AKHMAD YANI RENUAT 

 

 

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 397 


